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ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI (B 111 11 379) Efektivitas 
Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Di Bidang Pekerjaan 
Umum, di bawah bimbingan dan arahan Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., 
M.Si. selaku Pembimbing I dan Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas hubungan 
kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bone apakah sudah terjalin atau belum dan apakah 
hubungan yang ada telah sesuai dengan perundang-undangan atau belum. 
Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi 
Selatan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, Dinas Tata Ruang 
Kabupaten Bone, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bone, 
Bagian Agraria Kabupaten Bone, Badan Pengawas Daerah Kabupaten 
Bone, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, dan Kepala Daerah Kabupaten 
Bone. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah melakukan kajian normatif dan penelitian lapangan berupa 
pengamatan disertai wawancara, mengolah data-data yang diperoleh dari 
berbagai sumber dan mempelajari beberapa literatur yang berkaitan 
dengan topik permasalahan, lalu data-data yang diperoleh dianalisis 
dengan pendekatan kualitatif kemudian disajikan dengan deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar adanya kedua dinas 
tersebut telah menjalankan kewenangan sesuai peraturan perundang-
undangan. Namun pada kenyataannya belum adanya hubungan kewengan 
yang terjalin terlihat dari segi kemandirian dinas yang diberikan undang-
undang malah membawa dampak yang kurang baik dari segi 
ketatanegaraan Indonesia. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi tentang 
pelaksanaan kebijakan dikedua dinas tersebut khususnya dalam satu 













ANDI IZMAN MAULANA PADJALANGI (B 111 11 379) Effectiveness 
Relationship Between Authority of the Provincial Government of 
South Sulawesi Bone With District Government in the Field of Public 
Works, under the guidance and direction of Prof. Dr. Marwati Riza, SH, 
M.Si. as Supervisor I and Dr. Hamzah Halim, SH, M.H. as Advisor II. 
This study aims to determine the effectiveness of the authority of 
government relations with the Government of South Sulawesi Province 
District Bone whether already established or not and whether there is a 
relationship which has been in accordance with the legislation or not. 
This research was conducted at the Department of Highways South 
Sulawesi Province, Department of Public Works Bone regency, district 
spatial Bone Development Planning Agency Bone regency, Section 
Agricultural Bone district, Board of Supervisors District Bone, District 
Secretary of Bone and Chief District Bone , 
Data collection method used in this research is to study the normative 
and field research in the form of observations accompanied by interviews, 
process data obtained from various sources and study some literature 
relating to the topic of problems, and the data were analyzed with a 
qualitative approach later presented descriptively. 
The results showed that the true existence of both the agency has 
run authority under the legislation. But in fact there are no visible 
relationship that exists kewengan terms of service given independence 
legislation brings even less impact in terms of both Indonesian 
constitutional. This is evident from the lack of coordination of the agency in 
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A. Latar Belakang 
Sebelum perubahan UUD 1945 kita tidak mengenal yang namanya 
sengketa kewenangan antar lembaga Negara. Adapun latar belakang 
munculnya pengaturan tentang sengketa kewenangan antar lembaga 
Negara dilatarbelakangi oleh perubahan struktur ketatanegaraan Indonesia 
yang terkait dengan penataan kelembagaan Negara di mana kita tidak 
mengenal lagi sebutan lembaga tinggi dan tertinggi Negara yang memberi 
simbol kedaulatan rakyat melalui organ/lembaga yang namanya MPR 
sehingga konsekuensinya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR 
melainkan kedaulatan rakyat sekarang berada di tangan rakyat. Pernyataan 
tersebut muncul akibat perubahan UUD 1945 sehingga posisi masing-
masing lembaga Negara berada dalam posisi sejajar atau horizontal 
dengan penguatan prinsip mekanisme checks and balances.1 
Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara 
Indonesia adalah negara hukum. Dengan dimasukkannya pasal ini dalam 
bagian pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya 
dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia 
adalah dan harus merupakan negara hukum. 
                                                          
1 Bondan Gunawan S, Apa Itu Demokrasi, (Jakarta, Aksara Baru, 2000) hlm. 13. 
2 
Landasan negara hukum Indonesia dapat kita temukan dalam 
bagian penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem 
pemerintahan negara, yaitu sebagai berikut: 
1. Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum 
(Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum 
(Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka 
(Machtsstaat). 
2. Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem 
konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan 
yang tidak terbatas).2 
Pokok-Pokok sistem pemerintahan Indonesia adalah sebagai 
berikut: 
1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang 
luas. Wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. 
2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem 
pemerintahan presidensial. 
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala 
pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara 
langsung oleh rakyat dalam satu paket. 
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung 
jawab kepada presiden. 




5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para 
anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki 
kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya 
pemerintahan. 
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan 
badan peradilan dibawahnya. 
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem 
pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk 
menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem 
presidensial. Dengan demikian, ada perubahan-perubahan baru dalam 
sistem pemerintahan Indonesia. Hal itu diperuntukan dalam memperbaiki 
sistem presidensial yang lama.3 
Tidak dapat dipungkiri bahwa setelah amandemen Undang-Undang 
Dasar 1945 sistem pemerintahan negara Republik Indonesia masih terus 
dilakukan pembenahan. Keinginan untuk melakukan amandemen V 
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terus digulirkan. Lembaga begara 
yang paling bersemengat untuk mengusulkan agar amandemen tersebut 
dilakukan adalah DPD. Hal ini mengingat dalam sistem keparlemenan di 
Indonesia, wewenang DPD masih sangat terbatas. Padahal dalam struktur 
negara kesatuan dengan komposisi masyarakat yang sangat beragam, 
keberadaan DPD sebenarnya merupakan perekat dari integrasi negara 
                                                          
3 http://www.zonanesia.com/2014/10/sistem-pemerintahan-indonesia-sekarang.html. 
4 
kesatuan tersebut, khususnya dalam langka memperjuangkan 
kepentingan-kepentingan daerah yang beragam itu ke dalam kebijakan 
nasional.4 
Keberadaan Pemerintahan Lokal didalam suatu negara khususnya 
di Indonesia pernah menimbulkan perdebatan di lingkungan akademis 
terkait dengan peristilahannya. Ada yang mempergunakan istilah 
Pemerintahan di Daerah  dan ada pula yang mempergunakan istilah 
Pemerintah Daerah. 
Istilah Pemerintahan Daerah lebih tepat dipergunakan untuk 
menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki 
wewenang pemerintahan sendiri.5 Dalam konteks Undang-Undang No. 32 
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam: 
Pasal 1 ayat (2) 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
 
Pasal 2 ayat (3) 
 
“Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. 
 
                                                          
4 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta, Cahaya Atma 
Pustaka 2015), hlm.170. 
5 Ibid, hlm 283. 
5 
Setelah Amandemen II terhadap Pasal 18 UUD 1945 pada tanggal 
18 Agustus 2000, pengaturan mengenai Pemerintahan Daerah secara 
lengkap diatur sebagai berikut: 
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai 
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. 
2. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan.  
3. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.  
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih 
secara demokratis.  
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintah.  
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan.  
6 
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam undang-undang.6 
Adapun dalam hal hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang 
telah terjalin selama ini masih dalam taraf mencari bentuk ke arah pola 
hubungan yang serasi dan harmonis atas dasar keutuhan negara kesatuan. 
Dalam sistem  negara kesatuan ditemukan adanya dua cara yang dapat 
menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu 
sentralisasi dan desentralisasi.7 
Hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan kerja atau 
kaitan tugas atau pertalian antara perangkat pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah baik berupa hubungan vertikal, horizontal, maupun 
diagonal.8 
Adapun wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam: 
Pasal 18A ayat (1) 
“Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, kota, atau antara propinsi 
dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”. 
 
Pasal18A ayat (2) 
“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
pemerintahan darah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang”. 
 
                                                          
6 Ibid, Hlm. 285. 
7 S.H. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah (Jakarta, Pustaka Sinar 
Harapan 1999), Hlm. 81. 
8 Ibid, Hlm. 83 
7 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengamanatkan 
bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah 
memajukan kesejahteraan umum, yang penjabarannya bermakna sangat 
luas. Beberapa faktor yang dapat menunjang tercapainya kesejahteraan 
umum tersebut, antara lain pertumbuhan ekonomi tinggi yang memerlukan 
proses produksi dan distribusi, serta berbagai proses kegiatan ekonomi 
lainnya.Untuk mencapai penyediaan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum 
yang handal, dibutuhkan peraturan penyelenggaraan dan pengelolaan 
yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
daerah.9 Peraturan ini sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang tertuang dalam: 
Pasal 12 ayat (1) 
“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2 meliputi): 
a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang 
d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman 




Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang 
bertanggung jawab sebagai instansi pembina untuk pembangunan 
infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum yang semakin meningkat dan 
terbatasnya sumber pembiayaan. Hal ini menuntut muncuknya kreativitas 
                                                          
9 Warsito Pandu, Panduan Penelitian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang Pekerjaan 
Umum 2010-2014 (Jakarta,  Perpustakaan Kementerian Pekerjaan Umum 2013) Hlm.i. 
10 Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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dan inovasi, baik pada tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi 
maupun pada tingkat Pemerintahan Daerah.11 
Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum telah diatur dalam 
konteks penjelasan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 
2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. 
Berikut adalah susunan organisasi dinas pekerjaan umum: 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat 
c. Bidang Bina Marga 
d. Bidang Sumber Daya Air  
e. Bidang Bina Jasa Konstruksi 
Dalam setiap urusan pemerintahan pada bidang pekerjaan umum 
mempunyai tugas dan kewajiban serta fungsi dari masing-masing 
pemegang jabatan. Kepala dinas bidang pekerjaan umum mempunyai 
tugas dan kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah 
berdasarkan asas otononomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga 
dan sumber daya air. Fungsi dari kepala dinas pekerjaan umum ialah: 
a. Perumusan kebijakan Dinas 
b. Penyusunan rencana strategi dinas 
c. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pekerjaan 
umum, penataan ruang, dan kebersihan. 
                                                          
11 Warsito Pandu, Op.Cit, Hlm. i. 
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d. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, 
program dan kegiatan dinas 
e. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas 
Berikutnya adalah sekretaris dinas pekerjaan umum yang 
mempunyai tugas dan kwajiban untuk membantu Kepala Dinas dalam 
menyelengggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, 
mengendalikan dan mengevaluasi aset, program/kegiatan dan 
pengembangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan 
kebersihan serta pembinaan organisasi. Fungsi dari sekretaris daerah ialah: 
a. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, 
administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan 
rumah tangga. 
b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum. 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program dan kegiatan sub bagian. 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan dan 
kegiatan sub bagian. 
Selain Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas, Kepala Bidang juga 
mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing. Kepala Bidang Bina 
Marga mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sebagian 
tugas Kepala Dinas di bidang bina marga. 
Selanjutnya adalah kepala bidang sumber daya air yang mempunyai 
tugas dan kewajiban untuk melaksanakan sebagian tugas kepala dinas di 
bidang sumber daya air. Dan terakhir adalah kepala bidang bina jasa 
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konstruksi yang juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk membantu 
kepala dinas dalam melaksanakan kegiatan bina jasa konstruksi. 
Selain tugas dan kewajiban, kepala bidang juga mempunyai fungsi, 
yaitu: 
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang. 
b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang. 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan 
program, dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural 
dalam lingkup bidang. 
d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala 
seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.12 
Berdasarkan pemaparan diatas, untuk mengetahui implementasi 
dan kendala yang dihadapi dalam penerapan hubungan kewenangan 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten 
Bone,  maka penulis memfokuskan untuk meneliti sebagai salah satu syarat 
kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul skripsi 
“Efektivitas Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Bone Di Bidang Pekerjaan Umum”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa rumusan 
masalah dalam proposal penelitian ini yaitu: 




1. Bagaimanakah implementasi hubungan kewenangan antara 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kabupaten 
Bone di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi hubungan 
kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah 
Kabupaten Bone di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka  tujuan dari penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi hubungan 
kewenangan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
pemerintah Kabupaten Bone di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
implementasi hubungan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan pemerintah Kabupaten Bone di bidang Pekerjaan 
Umum Bina Marga. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 
1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi 
mahasiswa ilmu hukum tata negara pada khususnya maupun bagi 
masyarakat pada umumnya. 
2. Diharapkan dari penelitian ini, mampumenghasilkan sebuah 
rekomendasi solusi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
12 
dan pemerintah Kabupaten Bone sebagai bahan pertimbangan dalam 







A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan 
1. Definisi Kewenangan 
Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah 
wewenang sering kali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, 
istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata 
“wewenang” berasal dari kata “authority” (Inggris) dan “gezag” (Belanda). 
Adapun, istilah kekuasaan berasal dari kata “power” (Inggris) dan “macht” 
(Belanda). Dari kedua istilah ini, jelas tersimpul perbedaan makna dan 
pengertian sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah 
dilakukan secara cermat dan hati-hati. Dalam konsep hukum tata negara 
dan hukum administrasi keberadaan wewenang pemerintahan memiliki 
kedudukan sangat penting. Begitu pentingnya kedudukan wewenang 
pemerintahan tersebut sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 
menyebutnya sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum 
administrasi (het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbrgrip in het staats 
en administratief recht).13 
Menurut P. Nicolao, wewenang adalah kemampuan untuk 
melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau 
perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan 
                                                          
13 Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan (Jakarta, Prenada Media Group 2014), 
Hlm. 101-102. 
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mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum (het vermogen tot 
het verrichten van bepaalde rechshandelingen is handelingen die op 
rechtsgevolg gerich zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen 
onstaan of teniet gaan). Sementara itu Bagir Manan, wewenang dalam 
bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya 
menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat.14 
Selanjutnya, menurut H.D. Stout wewenang merupakan suatu 
pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat 
dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan 
perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh dubjek hukum 
publik di dalam hubungan hukum publik (bervoegheid is een begrip uit het 
bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel 
van regels dat betrekking heeft op de verkkrijging en uit oefening van 
bestursrechtelijke bevoegdheden rechtsverkeer). Sementara itu, menurut 
Miriam Budiarjo adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku 
pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan 
keinginan pelaku yang mempunyai kekuasaan.15  Kekuasaan sering kali 
dipandang sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih kesatuan, 
sehingga kekuasaan dianggap mempunyai sifat yang rasional. Karenanya 
perlu dibedakan antara scope of power dan domain power.16 Scope of 
power atau ruang lingkup kekuasaan menunjuk kepada kegiatan, tingkah 
                                                          
14 Ibid, Hlm. 102-103 
15 Ibid, Hlm. 103 
16 Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 
29-30. 
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laku, serta sikap atau keputusan-keputusan yang menjadi objek dari 
kekuasaan. Sementara istilah domain of power, jangkauan kekuasaan 
menunjuk pada pelaku, kelompok atau kolektivitas yang terkena 
kekuasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang 
disamakan dengan kata kewenangan, diartikan sebagai hak dan 
kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah 
dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. 
Sementara itu, Ateng Syafrudin memberikan pengertian berbeda 
antara kewenangan dan wewenang. Menurutnya, kewenangan (authority, 
gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan 
orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang secara bulat. Sedangkan 
wewenang (competence, bevoedheid) hanya mengenai bidang tertentu 
saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-
wewenang (rechtsbevoegdheden). Menurutnya, wewenang adalah 
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau 
kemampuan bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan 
untuk melakukan hubungan hukum. Sedangkan kewenangan dalam 
konteks penyelenggaraan Negara, terkait pula dengan paham kedaulatan 
(souveregnity).17 Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan, orang 
yang berjasa memperkenalkan gagasan-gagasan kedaulatan adalah Jean 
Bodin dan setelah itu dilanjutkan Hobbes.18 
                                                          
17 Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan 
Bertanggung Jawab, Fokus Media, Bandung, 2000, hlm. 22. 
18 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, 
hlm. 48-49. 
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Pada organisasi-organisasi resmi yang berjalan, wewenang harus 
didelegasikan atau dibagi oleh seorang manajer atau kelompok.kerja 
organisasi pada pihak-pihak lain utuk melaksanakan kewajiban-kewajiban 
khusus.19 Bila organisasi makin besar maka masalah yang dihadapi makin 
banyak dan makin kompleks. Dalam keadaan demikian maka tugas-tugas 
pimpinan makin banyak dan makin kompleks pula. Akibat daripada itu maka 
menangani seluruh tugas-tugas yang menjadi bebannya sudah kurang 
efektif dan kurang efisien.20 
Pendelegasian wewenang merupakan suatu faktor yang vital di 
dalam manajemen, karena: (a) menetapkan hubungan organisatoris formal 
diantara keanggotaan-keanggotaan badan usaha; (b). memberikan 
kekuasaan manajerial, yakni memberi “senjata” kepada para manajer agar 
mereka mampu bertindak apabila keadaanya “memaksa”; dan (c). 
mengembangkan bawahan dengan cara memberi izin kepada mereka 
untuk mengambil keputusan dan menerapkan pengetahuan yang mereka 
peroleh dari program-program latihan dan pertemuan-pertemuan.21 
Dengan demikian, yang dimaksud dengan pendelegasian 
wewenang adalah penyerahan sebagian dari tugas-tugas manajer yang 
kurang penting kepada bawahan-bawahannya yang dipercaya dan untuk 
itu disertai pula wewenang dan tanggung jawab. Dengan adanya 
pendelegasian wewenang maka hal ini berari manajer tersebut akan dapat 
mengkonsentrasikan daripada tugas-tugas yang dianggap lebih penting, 
                                                          
19 George R. Terry, Prinsip-Prinsip Manajemen (Jakarta, Bumi Aksara 1990) Hlm. 101. 
20 Alex S. Nitisemito, Manajemen Personalia (Kudus, Ghalia Indonesia 1988), Hlm. 230. 
21 George R. Terry, Op. Cit. Hlm. 101 
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sehingga tugas-tugas yang dilakukan akan dapat diharapkan lebih baik. 
Dan dengan demikian perusahaan/organisasi yang dipimpinnya akan dapat 
diharapkan lebih baik pula.22 
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas 
penulis berkesimpulan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang 
berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal 
yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu 
spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa yang diberikan 
kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan 
sesuatu yang tersebut dalam kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh 
organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata, 
mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandaasi 
oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi. 
2. Sifat Dan Sumber Kewenangan 
a. Sifat Kewenangan 
Dalam uraian di atas telah digambarkan bahwa secara umum 
wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan atau 
perbuatan hukum publik. Dengan kata lain, Prajudi Atmosudirdjo 
mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat 
dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan 
suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit) dan sebgai hak untuk dapat 
                                                          
22 Alex S. Nitisemito, Manajemen Suatu Dasar Dan Pengantar (Jakarta, Ghalia Indonesia 
1989) Hlm. 209. 
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secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi 
pemerintah lainnya (dalam arti luas). 
Peter Leyland dan Terry Woods dengan menyatakan, bahwa 
kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni; pertama, setiap 
keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunya kekuatan 
mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi 
oleh seluruh anggota masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang dibuat 
oleh pemerintah pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau 
melakukan pelayanan publik. 
Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa wewenang 
khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada 
pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasar peraturan 
perundangan-undangan, Dengan kata lain, wewenang merupakan 
kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau 
perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum, yakni terwujudnya 
kesewenang-wenangan (onwetmatig). Wewenang adalah kekuasaan 
hukum untuk menjelaskan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan 
berdasar hukum publik. Dalam konsep hukum perdata hal tersebut dikenal 
dengan istilah hak, yakni kemampuan seseorang untuk melakukan suatu 
tindakan atau perbuatan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. 
Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang 
pemerintahan itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa 
adanya wewenang pemerintahan, maka tentunya pemerintah tidak akan 
dapat melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan. Dengan 
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kata lain, pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau 
perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa 
dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan. Jika hal tersebut 
dilakukan, maka tindakan atau perbuatan pemerintah yang dimaksud dapat 
dikategorikan sebagai sebuah tindakan atau perbuatan yang tanpa dasar 
alias perbuatan yang sewenang-wenang (cacat hukum). Oleh karena itu, 
sifat dari wewenang pemerintahan perlu ditetapkan dan tegaskan agar tidak 
terjadi penyalahgunaan wewenang pemerintahan dan/atau tindakanatau 
perbuatan yang sewenang-wenang. 
Safri Nugraha dkk. mengemukakan, bahwa sifat wewenang 
pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yaitu: 
1. Selalu terikat pada suatu masa tertentu yang ditentukan 
secara jelas dan tegas melaui suatu peraturan perundang-
undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga 
disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, 
Sehingga bilamana wewenang pemerintahan itu digunakan 
dan tidak sesuai dengan sifat atau perbuatan pemerintahan 
itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum. 
2. Sifat yang berkaitan dengan batas wilayah wewenang 
pemerintahan itu atau wewenang itu selalu tunduk pada 
batas yang telah ditentukan berkaitan erat dengan batas 
wilayah kewenangan dan batas cakupan dari materi 
kewenangannya. Batas wilayah kewenangan berkait erat 
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dengan ruang lingkup kompetensi absolut dari wewenang 
pemerintahan tersebut.  
3. Pelaksanaan wewenang pemerintah yang bersifat terikat 
pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum 
pemerintahan yang baik). Dalam kepustakaan hukum 
administrasi terdapat pembagian mengenai sifat wewenang 
pemerintahan, yakni terdapat wewenang pemerintahan yang 
bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam 
kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan 
menerbitkan keputusan yang bersifat mengatur (besluiten) 
dan keputusan yang bersifat menetapkan (beschikkingen) 
oleh organ pemerintahan. 
Dalam pembagiannya sifat dari kewenangan terbagi atas: 
1. Kewenangan Terikat  
Terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan 
dalam keadaan yang bagaimana kewenangan itu dapat 
digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak 
menentukan keputusan yang harus diambil. Dengan kata lain, 
terjadi apabila peraturan dasar yang menentukan isi dari 
keputusan yang harus diambil secara terinci.  
2. Kewenangan Fakultatif  
Terjadi dalam hal pejabat atau badan usaha Negara yang 
bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau 
sedikit banyaknya masih ada pilihan. Walaupun pilihan itu 
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hanya dapat dilakukan untuk hal-hal tertentu sebagaimana 
yang diatur dalam peraturan dasarnya.  
3. Kewenangan Bebas 
Dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau 
pejabat tata usaha Negara apabila peraturan menentukan 
sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau 
peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan 
pada pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan.23 
Philipus M. Hadjon dengan mengutip pendapat dari N.M. Spelt dan 
J.B.J.M. ten Berge, membagi kewenangan bebas pemerintahan dalam dua 
kategori, yakni kebebasan dalam kebijaksanaan (beleidsvrijheid) dan 
kebebasan dalam penilaian (beoordelingsvrijheid). Adapun yang dimaksud 
dengan kebebasan dalam kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti 
sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang 
tertentu kepada organ pemerintahan, sedangkan organ tersebut bebas 
untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaanya 
secara sah dipenuhi. Adapun kebebasan dalam melakukan penilaian 
(wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya), menurut hukum 
diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan 
eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara 
sah telah dipenuhi. 
                                                          
23 Philipus M. Hadjun, Teori Kewenangan (Surabaya, Universitas Airlangga, 2006), Hlm. 
3-4. 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, Philipus M. Hadjon menetapkan 
adanya dua jenis kekuasaan bebas atau diskresi, yakni; pertama, 
kewenangan untuk memutus secara mandiri; dan yang kedua, kewenangan 
interpretasi terhadap norma-norma tersamar dalam peraturan perundang-
undangan (vagenormen).24 
b. Sumber Kewenangan 
Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles 
menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang 
berkonstitusi, hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para 
penguasa agar pemerintahan terarah untuk kepentingan, kebaikan dan 
kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber 
kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan diri dibawah hukum. 
Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya, Plato, yang 
meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan. Karena menurut 
Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke 
pengenalan yang benar.25 
Seiring dengan pilar utama dari konsepsi negara hukum, yakni asas 
legalitas (legaliteitsbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van 
bestuur), maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang 
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Ini diperoleh 
melalui tiga cara, yaitu; 
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1. Atribusi 
Menurut pendapat Indroharto, bahwa pada atribusi terjadi 
pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini 
dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Sedangkan 
menurut Willem Konijnenbelt mendefinisikan atribusi sebagai 
suatu pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat 
undang-undang kepada organ pemerintahan (attribute is 
toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan 
een bestuuforsorgaan). 26 Dalam kewenangan atribusi 
pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan 
tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Untuk mengetahui 
secara tepat apakah suatu bentuk perbuatan pemerintahan 
misalnya, suatu keputusan (SK) dilakukan atas kewenangan 
atribusi maka dapat dilihat pada bagian bawah dari keputusan 
tersebut yakni tidak terdapat tanda atas nama (a.n.) ataupun 
untuk beliau (u.b.). Adapun terhadap kewenangan atribusi 
mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada 
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2. Delegasi 
Indroharto berpendapat, bahwa pada delegasi terjadi 
pelimpahan suatu wewenang yang telah ada (wewenang asli) 
oleh badan/atau jabatan pemerintahan yang telah memperoleh  
wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan/atau 
jabatan pemerintahan lainnya. Jadi, suatu wewenang delegasi 
selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. 
Sedangkan Willem Konijnenbelt mendefinisikan bahwa delegasi 
adalah perlimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (delegatie is 
overdracht van een bevoegheld van het ene bestuursorgaan aan 
een ander) 27 . Dalam kewenangan delegasi, peraturan dasar 
berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar 
pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegasi 
tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang 
mengatur perlimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat 
kewenangan delegasi. 
3. Mandat 
Menurut Indroharto, pengertian mandat terjadi ketika organ 
pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh 
organ lain atas namanya. Dengan kata lain, suatu tindakan atau 
perbuatan yang mengatasnamakan badan/atau jabatan 
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pemerintahan yang diwakilinya (bertindak untuk dan atas nama 
badan/atau jabatan pemerintahan). Hal ini sama atau serupa 
dengan konsep pembebasan kuasa dalam hukum perdata yang 
memberi kewenangan pada penerima kuasa untuk melakukan 
tindakan atau perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. 
Sedangkan Willem Konijnenbelt berpendapat bahwa pengertian 
mandat terjadi karena ketika organ pemerintahan mengizinkan 
kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya 
(mandaat is een bestuursorgaan loot zijn bevoegheld namens 
hem uitoefenen door een ander).28 
Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru dan 
tercantum dalam undang-undang. Artinya atribusi hanya terjadi ketika 
undang-undang melimpahkan wewenang secara langsung kepada organ 
pemerintahan tertentu. 
Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini 
terdapat syarat-syarat: 
a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak 
dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah 
dilimpahkan itu. 
b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada 
ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan. 
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c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan 
hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi. 
d. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya 
delegasi (delegans) berwenang untuk menerima penjelasan 
tentang pelaksanaan wewenang tersebut. 
e. Peraturan kebijakan, artinya delegasi (delegans) dapat 
memberikan kebijakan instruksi tentang penggunaan wewenang 
tersebut.29 
Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah 
orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai 
tujuan tertentu. Ada 2 pandangan mengenai sumber wewenang, yaitu : 
1. Formal artinya bahwa wewenang di anugerahkan karena 
seseorang diberi atau dilimpahkan/diwarisi hal tersebut. 
2. Penerimaan artinya bahwa wewenang seseorang muncul hanya 
bila hal itu diterima oleh kelompok/individu kepada siapa 
wewenang tersebut dijalankan.30 
Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui sumber dan 
cara memperoleh wewenang dari organ pemerintahan akan memperjelas 
legitimasi tindakan atau perbuatan pemerintahan. Hal ini, terkait pula 
dengan pertanggung jawaban hukum dalam setiap penggunaan wewenang 
pemerintahan yang menegaskan, bahwa tidak ada satupun kewenangan 
                                                          




yang diberikan kepada pemerintah dalam melakukan suatu tindakan atau 
perbuatan tanpa disertai dengan suatu pertanggung jawaban. 31  Pada 
delegasi tidak ada penciptaan wewenang sebagaimana atribusi. Yang ada 
hanyalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu ke pejabat yang 
lainnya, dan dalam delegasi tanggung jawab yuridin tidak lagi ada pada 
pemberi delegasi (delegans) namun ada pada penerima delegasi 
(delegataris). 
Adapun sumber-sumber Wewenang: 
a. Formal authority theory menurut Koontz, authority yang dimiliki 
seseorang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya 
sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, hukum, dan 
hukum adat dari lembaga tersebut. Formal authority theory 
menurut Koontz disebut institusional approach. 
b. Acceptance authority theory menurut teori ini, wewenang 
bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para 
bawahan terhadap perintah, dan kebijakan-kebijakan atas kuasa 
yang dipegangnya. Wewenang ini mencirikan suatu hubungan 
antara pribadi, ketika seorang individu (si bawahan) menerima 
baik keputusan yang dibuat oleh atasan dengan membiarkan 
keputusan itu langsung mempengaruhi sikapnya. Kunci teori ini 
adalah bahwa seorang pemimpin tidak mempunyai wewenang 
yang sesungguhnya kecuali para bawahan secara individual 
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memberikan kepadanya. Tegasnya pemimipin memiliki 
wewenang selama para bawahan mentaati dan mematuhi 
perintahnya. Acceptance authority theory ini bersumber dari 
bawah ke atas (bottom-up theory). 
c. Authority of situatuion menurut teori ini, wewenang seseorang     
bersumber dari situasi. Pemimpin yang wewenangnya 
bersumber dari situasi sering disebut pemimpin sejati dan tanpa 
pamrih, begitu situasinya normal wewenangnnya hilang. 
d. Position authority menurut teori ini, wewenang  yang diperoleh 
seseorang bersumber dari posisi superior yang dijabatnya dalam 
organisasi yang bersangkutan. 
e. Technical authority (computer authority) menurut teori ini, 
wewenang seorang operator bersumber dari komputer yang 
dipakainya untuk memproses data. Ia mempunyai kekuasaan 
mengambil keputusan dari hasil data tersebut. Hal ini 
disebabkan karena wewenang hanya dapat dimiliki oleh manusia 
sehingga kewenangan komputer menjadi wewenang dari 
operatornya. Operator berwenang mengkonfirmasikan dan 
menjelaskan hasil proses data itu menjadi suatu keputusan yang 
diterima oleh orang lain. 
f. Yuridis autority  menurut teori ini, wewenag seseorang 
bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. 
29 
Misalnya polisi berwenang untuk mengatur lalulintas karena 
adanya hukum yang mengatur.32 
Sementara itu pada mandat, pihak yang menerima mandat 
(mandataris) hanya bertindak atas nama pemberi mandat (mandans). 
Tanggung jawab akhir dari keputusan yang diambil oleh mandataris tetap 
berada di mandans. Hal ini dikarenakan pada dasarnya pihak penerima 
mandat bukan lah hal lain dari pihak pemberi mandat. 
3. Pembatasan Kewenangan 
Pembatasan kewenangan pemerintahan dalam penyelenggaraan 
peran dan fungsi serta tugas pemerintahan pada hakikatnya perlu dilakukan 
pembatasan. Hal ini penting untuk dilakukan agar dalam tindakan atau 
perbuatan pemerintahan yang didasarkan pada adanya wewenang 
pemerintahan selalu dikhawatirkan jangan sampai terjadi suatu tindakan 
atau perbuatan pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangannya 
dan melanggar hukum (detounement de pouvoir en onrechmatige 
overheidsdaad). Bagaimanapun juga kewenangan yang telah diberikan 
oleh hukum kepada pemerintah untuk dapat melakukan suatu tindakan atau 
perbuatan pemerintahan pada prinsipnya tidak diharapkan akan terjadi 
suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang dapat merugikan 
kepentingan rakyat. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan pemerintahan 
yang dapat menyimpang dari kewenangan yang diberikan kepadanya oleh 
hukum.33 
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Menurut Prajudi Atmosudirdo, dengan adanya wewenang 
pemerintahan tersebut merupakan kekuasaan luar biasa yang dimiliki oleh 
pemerintah (administrasi negara) sehingga tidak dapat dilawan secara 
biasa. Berdasar akan hal itulah menurut pendapat penulis perlu dilakukan 
suatu pembatasan terhadap penggunaan wewenang pemerintah demi 
untuk menghindari adanya atau terjadinya penyalahgunaan wewenang dan 
perbuatan sewewenang dari pemerintah.34 
Hal tersebut sejalan pula dengan pendapat dari Kuntjoro 
Purbopranoto yang menyatakan, bahwa pembatasan tindakan atau 
perbuatan pemerintah harus ada mengingat, bahwa tindakan atau 
perbuatan pemerintah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan atau kepentingan umum, dan tidak boleh melawan 
hukum (onrechtmatig) baik formal maupun materil dalam arti luas serta tidak 
boleh melampaui atau menyelewengkan kewenangannya menurut 
kompetensinya.35 
Menurut Philipus M. Hadjon setiap wewenang dibatasi oleh materi 
(substansi), ruang (wilayah; locus) dan waktu (tempus). 36 Cacat dalam 
aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian 
bahwa di luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan 
tindakan tanpa wewenang (onbevoegdheid).Adapun perihal cacat hukum 
yang dimaksud adalah jika perbuatan tersebut jika: 
a. Cacat wewenang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi batal 
demi hukum (van rechtswege nietig). 
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b. Cacat prosedur hanya tidak akan menyebabkan suatu perbuatan 
menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan 
pembatalan (vernietigbaar). 
c. Cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan 
hukum (nietig).37 
Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dengan adanya batas 
wewenang tersebut memberikan ruang lingkup terhadap legalitas tindakan 
atau perbuatan pemerintahan yang meliputi wewenang, prosedur, dan 
substansi. 38 Wewenang selalu dikaitkan dengan setiap tindakan atau 
perbuatan pemerintahan yang mensyaratkan harus bertumpu atas 
kewenangan yang sah. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya 
berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar, asas demokrasi dalam 
kaitan dengan prosedur berhubungan dengan asas keterbukaan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.39 
Pemerintah atas keterbukan mewajibkan pemerintahan untuk secara 
aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan 
atau suatu rencana tindakan atau perbuatan pemerintahan dan mewajibkan 
untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta, 
Keterbukaan pemerintahan (openbaare van bestuur) memungkinkan 
adanya peran serta (inspraak) masyarakat dalam setiap pengambilan 
keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya dalam 
penerapan asas instrumental meliputi asas efisiensi atas daya guna 
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(doelmatigheid) dan asas efetifitas atau hasil guna (doeltreffenheid) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.40 
Kekuasaan pemerintahan dibatasi secara susbstansial, dalam arti 
bahwa tindakan atau perbuatan pemerintahan dibatasi menurut aturan 
dasar yang dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan atau 
perbuatan.41 
Adapun batasan-batasan kewenangan (limits of authority) adalah 
sebagai berikut: 
1. Kemampuan jasmaniah (fisik) artinya manajer tidak dapat 
memerintahkan suatu tugas kepada para bawahannya diluar 
kemampuan manusia. 
2. Alamiah, artinya manajer tidak dapat menugaskan para 
bawahannya untuk menentang kodrat alam. 
3. Teknologi, artinya manajer tidak dapat memerintah bawahannya 
untuk melakukan tugas-tugas yang belum tercapai teknologi/ilmu 
pengetahuan. 
4. Pembatasan ekonomi, artinya wewenang seorang manajer 
dibatasi oleh keadaan ekonomi. Manajer tidak dapat memerintah 
atau memaksakan kehendaknya terhadap harga-harga pasar 
dan persaingan. 
5. Partnership agreement, artinya wewenang seorang manajer juga 
dibatasi oleh rekannya, misalnya oleh dewan komisaris. 
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6. Lembaga, artinya wewenang seorang manajer dibatasi oleh 
anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan, dan 
prosedur lembaga bersangkutan. 
7. Pembatasan hukum, artinya wewenang seorang manajer 
dibatasi oleh hukum agama, tradisi, dan hak asasi manusia.42 
Konsep penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi 
selalu disebut diparalelkan dengan konsep detounementde pouvoir. 
Philipus M. Hadjon menyebut dengan penggunaaan wewenang tidak 
sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya 
untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada 
wewenang itu. Dengan kata lain, pejabat telah melanggar asas spesialitas.  
Terjadinya penyalahgunaan bukanlah merupakan suatu kealpaan. 
Penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara sadar, yakni mengalihkan 
tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan, 
didasarkan atas interest atau kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan 
dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.43 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Daerah 
1. Definisi Pemeritahan Daerah 
Sesuai dengan isi dari undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2014 yang tertuang dalam: 
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Pasal 1 ayat (2) 
“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat 
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 
 
Pasal 2 ayat (3) 
“Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. 
 
Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah 
sesuatu yang urgen bagi proses kehidupan masyarakat. Sejaran telah 
membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apapun kelompoknya, bahkan 
sebagai individu sekalipun, memnutuhkan pelayanan pemerintah. 44 
Dengan demikian urusan negara memerlukan adanya berbagai alat 
perlengkapan negara untuk membantu terwujudnya tujuan negara. 
Persoalan ini menimbulkan adanya pembagian wilayah negara atau 
sejumlah pemerintah daerah-daerah negara. Dalam negara yang berbentuk 
kesatuan hanya disebut pemerintah daerah atau pemerintah setempat. 
Berikut adalah beberapa ciri pemerintah daerah: 
1. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari 
negara. 
2. Adanya penduduk dari jumlah yang mencukupi. 
3. Adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar 
dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang 
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demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya 
bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya. 
4. Adanya suatu organisasi yang memadai untuk 
menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu. 
5. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang 
diperlukan.45 
Jadi pemerintah daerah tidak mempunyai undang-undang dasar 
sendiri. Segala sesuatunya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah 
diatur oleh atas kuasa pemerintah negara. Hal ini disebabkan oleh karena 
statusnya adalah negara bagian. 
Dalam hal ini para ahli pemerintahan telah menemukan fungsi utama 
pemerintahan yaitu fungsi pengaturan (regulation) dan fungsi pelayanan 
(services). Suatu negara, bagaimanapun bentuknya dan seberapa luas pun 
wilayahnya tidak akan mampu menyelenggarakan pemerintahan secara 
sentral terus menerus. Keterbatasan kemampuan pemerintah menimbulkan 
konsekuensi logis bagi distribusi urusan-urusan pemerintahan negara 
kepada pemerintah daerah.46 
Dalam pembentukan pemerintah daerah dikenal pula pembentukan 
pemerintahan lokal yang horizontal dan pemerintahan lokal yang vertikal.47 
Konsekuensi pembentukan seperti ini yakni adanya pembagian pekerjaan 
yang bersifat horizontal dan vertikal. Pemerintahan lokal yang bersifat 
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horizontal ialah pembagian pekerjaan yang didasarkan pada macam 
pekerjaan, sedangkan pemerintah lokal yang bersifat vertikal ialah 
pembagian pekerjaan yang didasarkan pada suatu bidang pekerjaan 
menjadi satuan tugas yang bersifat atasan dan satuan tugas yang bersifat 
bawahan. 
Dalam perkembangannya, kewenangan negara yang ada secara 
sentral, telah dibagi berdasarkan kegiatan di berbagai departemen. Di 
tingkat lokal, kewenangan dibagi berdasarkan wilayah yang ada diberbagai 
pemerintahan daerah di seluruh negara. Kedua sistem tersebut, saling 
terkait dan melengkapi, sungguhpun dalam praktek, sering tumpang tindih 
(over lapping) dan saling bersaing.Salah satufaktor yang telah mendorong 
peningkatan distribusi kewenangan pusat ke daerah ialah berkembangnya 
sistem komunikasi yang cepat dan langsung, transportasi yang lebih baik, 
meningkatnya profesionalisme, tumbuhnya asosiasi-asosiasi di samping 
tuntutan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, pelayanan 
lebih baik, dan kepemimpinan politik dan administrasi yang lebih efisien.48 
Menyimak Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, secara sepintas 
terlihat bahwa Pemerintahan di Daerah terdiri atas 2 jenis, yakni: 
1. Local Self Government 
Sebagai konsekuensi pelaksaan asas desentralisasi dalam 
ikatan negara kesatuan Republik Indonesia adalah lahir local self 
government atau pemerintah daerah lokal yang mengurus rumah 
tangga sendiri. Dalam rangka melaksanakan pemerintahan 
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negara yang sebaik-baiknya ditingkat daerah, dan upaya 
penyesuaian pemerintahan di tingkat daerah, serta untuk 
mempermudah penyelenggaraan yang sifatnya sangat khusus 
dalam daerah tertentu, penyelenggaraan dapat diserahkan 
kepada suatu local government atau pemerintah lokal, yang 
diberi kewenangan untuk mengurusi kepentingan daerahnya 
sendiri.49 
2. Local State Government 
Local State Government sering diterjemahkan sebagai 
Pemerintahan Wilayah. Terbentuknya Local State Government 
adalah sebagai konsekuensi dari penerapan asal Dekonsentrasi. 
Adanya pemerintah wilayah administratif atau pemerintah lokal 
administratif dalam menyelenggarakan urusan-urusan 
pemerintah di Daerah adalah sebagai wakil dari pemerintah 
pusat atau National Government. Jadi local state government 
atau pemerintah lokal administratif bertugas hanya 
menyelenggarakan perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk 
dari pemerintah pusat (national government) yang ditempatkan 
di daerah, yang disebut Pemerintah Lokal Pusat. Juga oleh 
karena menyangkut nama Pemerintah Pusat atau Pemerintah 
Negara, yang disebut sebagai Pemerintah Negara Setempat.50 
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Undang-undang memberikan kebebasan kepada daerah untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah yang 
pemerintahannya yang berdasarkan sistem retribusi disebut local self 
government atau pemerintahan daerah yang mengurus rumah tangganya 
sendiri. Urusannya disebut urusan rumah tangga sendiri atau urusan 
otonom, yang disebut otonomi.51 
Dapat diartikan bahwa Otonomi Daerah adalah ‘Hak wewenang dan 
kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku”. Sedangkan 
Daerah Otonom adalah “Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban 
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku”. Berdasarkan uraian diatas, dapatlah dikemukakan ciri-ciri local 
self government atau pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga 
sendiri, yaitu: 
1) Segala urusan yang diselenggarakan merupakan urusan yang 
sudah dijadikan urusan-urusan rumah tangga sendiri, Oleh 
sebab itu urusan-urusannya perlu ditegaskan secara terperinci. 
2) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh alat-alat 
perlengkapan yang seluruhnya bukan terdiri dari para pejabat 
pusat, tetapi pegawai pemerintahan daerah. 
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3) Penanganan segala urusan itu seluruhnya diselenggarakan atas 
dasar inisiatif atau kebijaksanaan sendiri. 
4) Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengurus 
rumah tangga sendiri adalah hubungan pengawasan saja. 
5) Seluruh penyelenggaraannya pada dasarnya dibiayai dari 
sumber keuangan sendiri.52 
Otonomi Daerah juga dijelaskan pada isi dari undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang tertuang dalam: 
Pasal 1 ayat (6) 
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”. 
 
Terdapat beragam varian dalam sistem desentralisasi dengan 
karakteristik yang berbeda, namun pada dasarnya ada empat pola 
(patterns) field administration and local government system yang dapat 
diidentifikasi sebagai berikut: 
1. Comprehesive Local Government System 
Dalam sistem ini, sebagian besar urusan pemerintah pada 
tingkat daerah diserahkan kepada dan dikelola sepenuhnya oleh 
pemerintah daerah, baik urusan itu termasuk kewenangan 
otonomi daerah, maupun kewenangan daerah, dengan 
kemungkinan ditunjang oleh pemerintah pusat. 
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2. Partnership Local Government System 
Dalam sistem ini, beberapa fungsi tertentu yang memberikan 
pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh unit 
pelaksana kantor pusat, dan urusan pelayanan yang lainnya 
dilakukan oleh pemerintah daerah. 
3. Dual System of Local Government 
Dalam sistem ini, departemen di pusat secara langsung 
melakukan tugas-tugas pemerintah daerah, dan tidak 
membentuk atau menunjuk unit pelaksana. 
4. Integrated Administrative System 
Di dalam sistem ini, semua badan-badan pemerintah pusat 
langsung melakukan fungsi-fungsi pelayanan kepada 
masyarakat, dimana central government area coordinators atau 
semacam Kepala Wilayah bertanggung jawab untuk bertindak 
sebagai koordinator bagi unit pelaksana termasuk technical 
agencies dari pemerintah daerah.53 
Berbicara tentang otonomi berarti kita berbicara tentang suatu 
spektrum yang luas, dimana hampir semua bangsa di dunia ini 
menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi pihak 
lain. Karena itu keperluan akan otonomi bukan hanya sebatas pada 
pemerintah daerah  saja, tetapi juga pemerintahan negara. 
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Keperluan adanya otonomi dalam negara dilatarbelakangi oleh 
pengalaman masa lalu, dimana keberadaan negara hanya dianggap 
sebagai instrumen belaka dari kaum kapitalis. Kondisi ini kemudian 
melahirkan konsepsi Marx tentang Instrumental State. 
Berbeda halnya dengan keperluan otonomi daerah pemerintah lokal, 
yaitu untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah 
tangga sendiri. Karena keperluan otonomi pada tingkat lokal pada 
hakikatnya adalah untuk memperkecil intervensi pemerintah pusat dalam 
urusan rumah tangga daerah.54 
Otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang 
berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Menurut 
Encyclopedia of Social Science, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal 
adalah the legal self sufficiency of social body and its actual independence. 
Jadi ada dua ciri hakikat dari otonomi yakni legal self sufficiency dan actual 
independence. 
Dari pemahaman tentang otonomi daerah tersebut, maka pada 
hakikatnya  otonomi daerah adalah: 
1. Hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. 
Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-
urusan Pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah. 
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur 
rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan 
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wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah 
daerahnya. 
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus 
rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal 
dan urusan yang diserahkan kepadanya 
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur 
dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan 
subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah 
lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang 
self gevernment, self sufficiency, self authority, dan self 
regulation to its laws and affairs dari daerah lainnya baik secara 
vertikal maupun horisontal karena daerah otonom memiliki 
actualindependence55. 
Otonomi daerah, sebagai salah satu bentuk desentralisasi 
pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan 
bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih mendekati tujuan-
tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita 
masyarakat yang lebih baik, suatu masyarakat yang lebih adil dan lebih 
makmur. Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas.56 
Maksud dan tujuan pemberian otonomi daerah secara tegas 
digariskan dalam GBHN adalah berorientasi pada pembangunan. Yang 
dimaksud dengan pembangunan adalah pembangunan dalam arti luas, 
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yang meliputi segala segi kehidupan dan penghidupan. Adalah kewajiban 
bagi daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan sebagai 
sarana kesejahteraan rakyat yang diterima dan dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab.57 
Berdasar pada daerah yang tercermin dalam konsep otonomi daerah 
yang tercermin dalam kesamaan pendapat dan kesepakatan the founding 
fathers tentang perlunya desentralisasi dan otonomi daerah, ditegaskan 
bahwa tujuan pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan 
meliputi 4 aspek sebagai berikut: 
1. Dari segi politik adalah untuk mengikutsertakan, menyalurkan 
inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan 
daerah sendiri, maupun untuk mendukung politik dan 
kebijaksanaan nasional dalam rangka pembangunan dalam 
proses demokrasi di lapisan bawah. 
2. Dari segi manajemen pemerintahan, adalah untuk meningkatkan 
daya guna dan hasil guna memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam 
berbagai bidang kebutuhan masyarakat. 
3. Dari segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta 
menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan 
usaha pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga 
masyarakat makin mandiri, dan tidak terlalu banyak tergantung 
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pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat 
dalam proses penumbuhannya. 
4. Dari segi ekonomi pembangunan, adalah untuk melancarkan 
pelaksaan program pembangunan guna tercapainya 
kesejahteraan rakyat yang makin meningkat.58 
2. Dinas Daerah 
Selain itu untuk membantu pemerintahan daerah pada bidang-
bidang tertentu yang lebih spesifik maka dibentuklah Dinas Daerah. Dinas 
daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah. 59  Pembentukan, 
susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan 
daerah sesuai dengan pedoman yang di tetapkan oleh Menteri Dalam 
Negeri. 
Peraturan daerah yang dimaksud berlaku sesudah ada pengesahan 
pejabat berwenang. Urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah 
tangga daerah.  
Kemudian pembentukan dinas daerah adalah untuk melaksanakan 
urusan-urusan yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat dan 
belum diserahkan kepada daerah dengan sesuatu undang-undang atau 
peraturan pemerintah menjadi urusan rumah tangganya.  
                                                          
58 Ibid, Hlm. 36 
59 Victor M. Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah, Sinar 
Grafika, Jakarta, 1994, hlm.172. 
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Dapat dikatakan, bahwa didalam menjalankan tugasnya, dinas-dinas 
daerah itu berada sepenuhnya dibawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala daerah.  
Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah (Pasal 
48 Undang-Undang No 5 Tahun 1974). Keputusan Mendagri No 363 Tahun 
1977 mengatur tentang Dinas Daerah lebih lanjut.60 
Dalam keputusan Mendagri tersebut Dinas Daerah diartikan sebagai 
Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II, yang dibentuk 
berdasarkan terjadinya penyerahan sebagian urusan Pusat Kepala Daerah 
berdasarkan peraturan pemerintah.  
Dinas Daerah Tingkat I adalah unsur pelaksana Pemerintahan 
Daerah Tingkat I. Dinas Daerah Tingkat II adalah unsur pelaksana 
Pemerintah Daerah Tingkat II. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala 
Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Daerah.  
Berhubungan dengan Dinas Daerah, maka tujuan dari Dinas Daerah 
ialah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan tugas pembantuan yang 
diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya. 
Daerah Tingkat II. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.  
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Berhubungan dengan Dinas Daerah, maka tujuan dari Dinas Daerah 
ialah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang 
yang menjadi tanggung jawabnya. Melaksanakan tugas pembantuan yang 
diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.  
Dilihat dari fungsi Dinas Daerah maka dapat kita melihatnya sebagai 
berikut: 
a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan 
pembinaan, pemberian perizinan sesuai dengan 
kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku.  
b. Pelaksanaan sesuai dengan tugas pokoknya dan peraturan 
perundangan yang berlaku.  
c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan 
tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan 
perundangan yang berlaku.61 
Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah 
ditetapkan dengan peraturan daerah dan berlaku setelah mendapatkan 
pengesahan Menteri Dalam Negeri.  
Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Daerah dan Instansi 
Vertikal yang urusannya sejenis wajib diselenggarakan atas dasar 
hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.  
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Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas 
Daerah Tingkat II wajib diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional 
dengan cara yang sebaik-baiknya. Kepala Dinas dalam melaksanakan 
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan 
dinasnya, maupun dalam hubungan antar dinas/instansi lainnya. Kepala 
Dinas melaksanakan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 
Kepala Daerah. Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, 
membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan 
pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya. Bilamana Kepala 
Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan 
yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah maka hak tersebut harus 
diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan. 
3. Dinas Pekerjaan Umum 
Istilah Pekerjaan Umum Sebenarnya adalah terjemahan dari istilah 
bahasa Belanda “Openbare Werken” dan baru dipergunakan atau dipakai 
secara resmi semenjak tahun 1942, sewaktu wilayah Indonesia diduduki 
oleh Pemerintahan Jepang . Pihak Pemerintah Jepang mempergunakan 
istilah Jepang pada saat itu “Doboku”. 
Apa yang dimaksudkan dengan pekerjaan umum adalah sebagian 
besar diambil dari pengertian yang diberikan oleh pemerintah kolonial 
Belanda “Openbare Werken” ialah pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang 
menyangkut dengan: 
a. Jalan raya, jembatan, pengawasan/pengamanan lalu lintas. 
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b. Irrigatie (Pengairan di sawah-sawah), assainering 
(penyaluran air untuk kepentingan kesehatan), dan 
waterleiding (air minum). 
c. Landsgebouwen (Bangunan gedung-gedung, rumah-rumah 
negara/pemerintah) kecuali yang diserahkan pengurusannya 
pada instansi pemerintah lainnya (Militer, Perusahaan Kereta 
Api, Kehutanan dll). 
d. Pengaturan openbare wateren (perairan umum), 
pengendalian aliran sungai, muara, danau dan mata air. 
e. Pembangkit tenaga air. 
f. Lapangan terbang sipil. 
g. Bangunan bangunan pelabuhan dan dermaga. 
Untuk pembinaan dari pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas dibentuk 
suatu badan atau organisasi pelaksana.62 
Bentuk organisasi ini, kebijaksaan serta ketentuan-ketentuan 
tentang pembinaan pekerjaan-pekerjaan tersebut, sangat erat 
hubungannya dengan struktur pemerintahan dalam periode kekuasaannya. 
Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perpanjangan tangan dari 
pemerintah pusat yakni Kementrian Pekerjaan Umum, kehadirannya 
sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum 
adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung-
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jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang 
pekerjaan umum. 
4. Kewenangan Daerah Dalam Bidang Pekerjaan Umum 
Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan  
selfsupporting-nya organisasi daerah, instansi Dinas Pekerjaan Umum 
mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan 
mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. Infrastruktur yang baik 
dan lengkap, akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga 
sebaliknya, jeleknya infrastruktur akan menghambat perekonomian 
sehingga pembangunan didaerah menjadi lambat dan tidak berkembang. 
Mengingat pentingnya peran dan fungsi instansi Dinas Pekerjaan 
Umum seperti yang telah diuraikan diatas, maka instansi ini oleh 
pemerintah daerah diutamakan dalam pembentukan susunan organisasi 
didaerahnya.  
Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum telah diatur dalam 
konteks penjelasan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan 
Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Berikut adalah susunan 
organisasi dinas pekerjaan umum: 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat 
i. Sub Bagian Perencanaan 
ii. Sub Bagian Keuangan 
iii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 
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c. Bidang Bina Marga 
i. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 
ii. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 
d. Bidang Sumber Daya Air  
i. Seksi Pengaturan dan Pembinaan 
ii. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian. 
e. Bidang Bina Jasa Konstruksi 
i. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi; dan 
ii. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi. 
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting 
dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional, insfrastruktur 
juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak 
pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi 
suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti 
prasarana, trasnportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena 
itu, pembangunan sektor bina marga menjadi fondasi dari pembangunan 
ekonomi selanjutnya. Prasarana transportasi berupa jalan merupakan 
penggerak dan titik sentral pembangunan, karenanya secara nasional 
pemerintah mengembangkan program penangan jalan secara menyeluruh. 
Berbicara kewenangan dinas pekerjaan umum Provinsi Sulawesi 
Selatan dan dinas pekerjaan umum Kabupaten Bone , penulis terlebih 
dahulu mencoba memaparkan melalui Peraturan Pemeritah No. 38 tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, 
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Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota  
sebagaimana diatur dan tertulis sebagai berikut: 
Pasal 2 ayat (1) 
 
“Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan 
pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan.” 
 
Pasal 2 ayat (2) 
 
“Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta 
agama.” 
 
Pasal 2 ayat (3) 
 
“Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau 
susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2).” 
 
Pasal 2 ayat (4) 
 
“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri 
atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi : 
a. Pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. pekerjaan umum; 
d. perumahan; 
e. penataan ruang; 
f. perencanaan pembangunan; 
g. perhubungan; 
h. lingkungan hidup; 
i. pertanahan; 
j. kependudukan dan catatan sipil; 
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
m. sosial; 
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; 
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
p. penanaman modal; 
q. kebudayaan dan pariwisata; 
r. kepemudaan dan olah raga; 
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s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 
daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 




y. komunikasi dan informatika; 
z. pertanian dan ketahanan pangan; 
aa. kehutanan; 
bb. energi dan sumber daya mineral; 
cc. kelautan dan perikanan; 
dd. perdagangan; dan 
ee. perindustrian.” 
 
Pasal 2 ayat (5) 
 
“Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub 
bidang.” 
 
Pasal 2 ayat (6) 
 
“Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak 




“Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan 
sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta 
kepegawaian.” 
 
Pasal 4 ayat (1) 
 
“Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan 
efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan 





Pasal 4 ayat (2) 
 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-
masing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatur 
dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non 
Departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang 
bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.” 
 
Pasal 5 ayat (1) 
 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-
masing sub bidang atau sub-sub bidang urusan pemerintahan diatur 
dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non 
Departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang 
bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.” 
 
Pasal 5 ayat (2) 
 
“Selain mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 
Peraturan Pemerintah ini.” 
 
Pasal 6 ayat (1) 
 
“Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang 
berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.” 
 
Pasal 6 ayat (2) 
 
“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas urusan wajib dan urusan pilihan.” 
   
Pasal 7 ayat (1) 
 
“Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 
urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan 
daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan 





Pasal 7 ayat (2) 
 
“Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pendidikan; 
b. kesehatan; 
c. lingkungan hidup; 
d. pekerjaan umum; 
e. penataan ruang; 
f. perencanaan pembangunan; 
g. perumahan; 
h. kepemudaan dan olahraga; 
i. penanaman modal; 
j. koperasi dan usaha kecil dan menengah; 
k. kependudukan dan catatan sipil; 
l. ketenagakerjaan; 
m. ketahanan pangan; 
n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; 
p. perhubungan; 
q. komunikasi dan informatika; 
r. pertanahan; 
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan 
daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; 




y. kearsipan; dan 
z. perpustakaan.” 
  
Pasal 7 ayat (3) 
 
“Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, 
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.” 
  
Pasal 7 ayat (4) 
 
“Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 
a. kelautan dan perikanan; 
b. pertanian; 
c. kehutanan; 




g. perdagangan; dan 
h. ketransmigrasian. 
 
Pasal 7 ayat (5) 
“Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah.” 
 
Pasal 8 ayat (1) 
 
“Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan 
Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.” 
 
Pasal 8 ayat (2) 
 
“Pemerintahan daerah yang melalaikan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang bersifat wajib, penyelenggaraannya dilaksanakan 
oleh Pemerintah dengan pembiayaan bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan.” 
 
Pasal 8 ayat (3) 
 
“Sebelum penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah melakukan langkah-langkah 
pembinaan terlebih dahulu berupa teguran, instruksi, pemeriksaan, 
sampai dengan penugasan pejabat Pemerintah ke daerah yang 
bersangkutan untuk memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang bersifat wajib tersebut.” 
 
Pasal 8 ayat (4) 
 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan 
Presiden” 
 
Pasal 9 ayat (1) 
 
“Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen menetapkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib 
dan urusan pilihan.” 
 
Pasal 9 ayat (2) 
 
“Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian 
hubungan Pemerintah dengan pemerintahan daerah dan antar 
pemerintahan daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 
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Pasal 9 ayat (3) 
 
“Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan terkait dan 
berkordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.” 
 
Pasal 10 ayat (1) 
 
“Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam 
waktu 2 (dua) tahun.” 
 
Pasal 10 ayat (2) 
 
“Apabila menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen dalam 
kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menetapkan 
norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah 
dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-





“Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan 
pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).” 
 
Pasal 12 ayat (1) 
 
“Urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan 
pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran 
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dalam peraturan daerah selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
ini.” 
 
Pasal 12 ayat (2) 
 
“Urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud pada 




Adapun Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 7 tahun 1990 
tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja pekerjaan umum bina 
marga provinsi daerah tingkat 1 sulawesi selatan, mengenai peraturan 
daerah tersebut penulis mengurai beberapa pasal sebagai perbandingan 
Pasal 1 
 
“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan; 
c. Gubemur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat 
I Sulawesi Selatan; 
d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah 
Tingkat I Sulawesi Selatan; 
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 
f. Bagian/Sub Dinas adalah Bagian/Sub Dinas dalam lingkungan 
Dinas Pekerjaan Urmum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan; 
g. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga 
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan; 
h. Bina Marga adalah bidang pembinaan atas jalan yaitu: Prasarana 
perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian 
jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang 
diperuntukkan bagi lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam 
Undang undang Nomor 13 tahun 1990 tentang Jalan.” 
 
Pasal 3 ayat (1) 
 
“Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelaksana Pemerintah 
Daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.” 
 
Pasal 3 ayat (2) 
 
“Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Gubemur Kepala Daerah.”  
 
Pasal 4 ayat (1) 
 
“Melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Pekerjaan 




Pasal 4 ayat (2) 
 
“Melaksanakan tugas pembantuan dan tugas tugas lain yang 




“Dalam melaksanakan tugas tersebut pasal 4 Peraturan Daerah ini 
Dinas mempunyai fungsi: 
a. Merumuskan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan 
pembinaan yang ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah 
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku; 
b. Melaksanakan tugas pokok dan tugas lainnya berdasarkan 
peraturan Perundang undangan yang berlaku; 
c. Mengawasi, mengamankan dan mengendalikan pelaksanaan 
tugas pokok dan tugas lainnya sesuai dengan kebijaksanaan yang 
ditetapkan oleh Gubemur Kepala Daerah berdasarkan peraturan 




“Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas dalam 
melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur 
Kepala Daerah dan dengan memperhatikan petunjuk petunjuk tehnis 
Menteri Pekerjaan Umum cq. Direktur Jenderal Bina Marga.” 
 
Pasal 14 ayat (1) 
 
“Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan umum 
bagi Dinas dalam bentuk ketatalaksanaan umum dan Hukum, 
Kepegawaian dan Diklat,Keuangan serta 
Perlengkapan/kerumahtanggaan dan penyediaan informasi dan 
ketatalaksanaan.” 
 
Pasal 14 ayat (2) 
 
“Dalam melaksanakan tugas pada ayat (1) pasal ini, Bagian Tata Usaha 
mempunyai fungsi: 
a. Melaksanakan pengurusan tata usaha, rumah tangga dan 
perlengkapan Dinas: 
b. Melaksanakan pengurusan kepegawaian dan pelayanan 
administrasi seluruh perangkat Dinas; 
c. Merencanakan dan menyusun anggaran serta melaksanakan 
pengurusan keuangan Dinas. 
d. Melaksanakan hubungan masyarakat dan tatalaksana Dinas; 
e. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang undangan serta 
memberi bantuan hokum kepada Unit unit dalam lingkungan Dinas; 
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f. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.” 
 
Pasal 15 ayat (1) 
 
“Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas mengatur dan 
menyelenggarakan penyusunan rencana dan program kerja dalam 
hubungan dengan tugas pokok binas.”  
 
Pasal 15 ayat (2) 
 
“Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub 
Dinas Bina Program mempunyai fungsi : 
a. Mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisa dan mengevaluasi 
serta menyajikan Data; 
b. Menyusun rencana dan Program kerja; 
c. Menyelenggarakan perencanaan tehnis (Disain); 
d. Menyelenggarakan perencanaan proyek proyek yang di biayai 
dengan Bantuan Luar Negeri; 
e. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan 
program; 
f. Mengadakan penyelidikan berbagai macam penanganan jalan dan 
jembatan serta bangunan pelengkap lainnya; 
g. Menyelenggarakan Leger Jalan; 
h. Menyusun Spesifikasi, Standar standar dan prosedur prosedur 
yang sehubungan dengan tugas Sub Dinas Bina Program; 
i. Memberikan saran pertimbangan dan informasi kepada Kepala 
Dinas sebagai bahan dalam rangka menetapkan kebijaksanaan di 
bidang tugasnya; 
j. Melaksanakan blgas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.” 
 
Pasal 16 ayat (1) 
 
“Sub Dinas I mempunyai tugas mengadakan pembinaan Jaringan Jalan 
di Wilayahnya.” 
 
Pasal 16 ayat (2) 
 
“2)Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Sub 
Dinas Imempunyai fungsi : 
a. Melaksanakan pembinaan jaringan jalan dengan cara peningkatan 
dan pembamgunan jalan/jembatan; 
b. Melaksanakan pembinaan jaringan jalan dengan cara 
pemeliharaan dan rehabilitasi jalan/jembatan; 
c. Melaksanakan pengawasan terhadap mutu pelaksanaan; 
d. Memproduksi manual manual teknik termasuk petunjuk 
pelaksanaan dari setiap proses dan produk pelaksanaan; 






“Pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas disediakan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber sumber lain yang sah 
dan atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan 
yang berlaku.” 
 
Sedangkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 16 tahun 2006 




“Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. 
3. Bupati adalah Bupati Bone. 
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 
Bone. 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) adalah unsur pelaksana 
operasional Dinas di Lapangan. 










“Dinas adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah yang dipimpin oleh 
seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 




“Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kewenangan 
Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di 






“Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada Pasal 4, 
Dinas mempunyai Fungsi : 
a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 
b. Pelaksanaan pelayanan umum. 
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana Teknis dalam lingkup 
tugasnya.” 
 
Pasal 7 ayat (1) 
 
“Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 
melaksanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan 
mengendalikan penyelenggaraankegiatan dibidang Pekerjaan Umum 
sesuai Peraturan Perundang-undangan dankebijakan yang ditetapkan 
oleh Bupati.” 
 
Pasal 7 ayat (2) 
 
“Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) 
Kepala DinasPekerjaan Umum mempunyai Fungsi : 
a. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan 
umum; 
b. Pengkoordinasian kegiatan dengan Instansi/Dinas, Badan, Kantor 
dan Perusahaan yang terkait sesuai dengan Kebijakan Bupati; 
c. Membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan 
kemasyarakatan dibidang pekerjaan umum menciptakan dan 
menentukan arah kebijakan perencanaanprogram pembangunan; 
d. Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengawasan, dan pengendalian 
terhadapterlaksananya kewenangan di bidang pekerjaan umum; 
e. Membimbing dan mengarahkan serta melakukan kontrak dan 
evaluasi seluruhkegiatan kewenangan yang diselenggarakan oleh 
Dinas Pekerjaan Umum; 
f. Pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum; 
g. Pelaksanaan urusan tata ketatausahaan dinas; 
h. Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional 
dinas; 
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.” 
 
Pasal 8 ayat (1) 
 
“Kepala Bagian Tata Usaha dipinpin oleh seorang Kepala Bagian 
mempunyai tugasPokok Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana 
dan Peraturan Perundang-Undangan,melaksanakan urusan tata usaha 
yang meliputi kepegawaian, pengelolaan keuangan,urusan rumah 
tangga, urusan surat menyurat.” 
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Pasal 8 ayat (2) 
 
“Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1), Bagian Tata Usaha 
mempunyai Fungsi: 
a. Pelaksanaan urusan keuangan; 
b. Pelaksanaan urusan kepegawaian; 
c. Pelaksanaan urusan perlengkapan; 
d. Pelaksanaan urusan umum; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.” 
 
Pasal 9 ayat (1) 
 
“Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
mempunyai tugas pokokmelaksanakan tugas di bidang penyusunan 
program, rencana kerja, evaluasi danpelaporan.” 
 
Pasal 9 ayat (2) 
 
“Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidang Bina Program 
berfungsi : 
a. Pelaksanaan pendataan dan penyusunan program. 
b. Pengolahan data; 
c. Pembuatan rencana kerja; 
d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.” 
 
Pasal 10 ayat (1) 
 
“Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 
pokok Dinas dalambidang kebina margaan yang menjadi tanggung 
jawab Pemerintah Kabupaten.” 
 
Pasal 10 ayat (2) 
 
“Untuk melaksanakan tugas pokok pada ayat (1) Bidang Bina Marga 
mempunyai Fungsi : 
a. Mengatur dan mengelolah Pengujian material bahan bangunan; 
b. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan 
sarana dan prasaranajalan dan jembatan; 
c. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jalan 
jembatan dan simpul -simpulnya serta pengembangannya; 
d. Menetapkan status, kelas dan fungsi jalan jembatan; 
e. Pemberian izin dan pengawasan pembangunan jalan bebas 
hambatan dan lintasKabupaten yang dibangun oleh prakarsa 
daerah; 
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f. Menyusun rencana pengendalian dan pengawasan serta perbaikan 
peralatan yangdikuasai dinas; 
g. Pelaksaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.” 
 
Pasal 16 ayat (1) 
 
“Kepala Dinas melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan umum 
yang ditetapkanoleh Bupati sesuai Peraturan Perundang – Undangan 
yang berlaku.” 
 
Pasal 16 ayat (2) 
 
“Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan 
perubahan kebijaksanaan,maka hal tersebut diajukan Kepada Bupati 




“Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala 
Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala seksi, Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi baik antar satuan organisasi dalam Dinas 






Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian, hal ini 
disebabkan karena disamping digunakan untuk mendapat data yang sesuai 
dengan tujuan penelitian, metode penelitian juga digunakan agar 
mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan 
penulisan Hukum.  
Metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk 
mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut 
akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang 
dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adapun yang menyangkut 
tentang metodologi penelitian dalam penelitian ini meliputi : 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian yang besifat yuridis empiris, yaitu 
penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan 
(library research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan 
melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka 
dilakukan penelitian lapangan (field research). 
1. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan data dari bahan kepustakaan 
yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang 
dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung 
kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian. 
Dalam hal ini penulis berusaha menjelaskan aspek hukum dan 
menggambarkan data secara tepat tentang efektivitas hubungan 
kewenangan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
pemerintah Kabupaten Bone di bidang Pekerjaan Umum. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul skripsi yang dipilih, maka penulis mengadakan 
penelitian pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan 
dan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone. Alasan memilih lokasi 
tersebut, karena sumber data yang berkaitan dengan judul skripsi ini dapat 
didapatkan di lokasi tersebut. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat 
dikelompokan menjadi dua jenis, yaitu : 
1. Data Primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung 
dengan pihak responden yang berkaitan dengan permasalahan 
penelitian di lokasi penelitian dengan menggunakan teknik 
wawancara langsung kepada pihak – pihak yang sesuai dengan 
objek penelitian. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan sebagai data pendukung/pelengkap, karya tulis yang 
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berhubungan dengan kewenangan antara pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Bone di bidang 
Pekerjaan Umum, artikel-artikel, opini, data instansi pemerintahan, 
pemberitaan media – media dan sebagainya yang relevan dengan 
materi penelitian.yaitu data yang mendukung dan melengkapi data 
primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data 
yang diperlukan. Dalam penelitian ini,  teknik untuk mengumpulkan data 
yang digunakan adalah : 
1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan 
cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa 
pihak yang terkait dengan permasalahan dari penulisan ini. 
2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan 
dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-
dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada 
relevansinya dengan penulisan ini. 
 
E. Analisis Data 
Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti mempergunakan 
analisis deskriptif kuantitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan 
dan menggambarkan mengenai efektivitas hubungan kewenangan antara 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten Bone 
di bidang Pekerjaan Umum, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang 
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terjadi di lapangan dan menawarkan kemungkinan solusi yang dapat 
digunakan.  
Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis 
secara kuantitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan 




PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
 
  
A. Implementasi Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone di 
Bidang Pekerjaan Umum Bina Marga 
1. Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang Pekerjaan Umum Bina 
Marga 
Pelaksanaan pekerjaan umum dan bina marga di Provinsi Sulawesi 
sSelatan dilaksanan oleh dinas pekerjaan umum dan bina marga Provinsi 
Sulawesi Selatan sebagaiamana diamanahkan dalam Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 7 tahun 1990 tentang 
pembentukan, organisasi dan tata kerja pekerjaan umum bina marga 
provinsi daerah tingkat 1 Sulawesi Selatan, bahwa: Dinas mempunyai 
kedudukan sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang 
Pekerjaan Umum Bina Marga yang  dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur selaku 
Kepala Daerah di Provinsi.” 
Menurut H. Abdul Latif selaku Kepala Dinas Bina Marga Provinsi 
Sulawesi Selatan dalam wawancara yang telah dilakukan Penulis (Selasa, 
6 Oktober 2015) : 
“Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam 
Pekerjaan Umum Bina Marga adalah sebagai pelaksana teknis 
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bidang pekerjaan umum yaitu dalam penyelenggaraan jalan provinsi 
meliputi : pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan 
jalan provinsi.” 
  
Hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
2004 yang mengatur tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang 
Pekerjaan Umum Bina Marga yang berbunyi : 
Pasal 15 ayat (1) 
 
“Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan 
meliputi penyelenggaraan jalan provinsi”. 
 
Pasal 15 ayat (2) 
 
“Wewenang penyelenggaraan jalan provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan 
pengawasan jalan provinsi.” 
 
Pasal 15 ayat (3) 
 
“Dalam hal pemerintah provinsi belum dapat melaksanakan 
sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemerintah provinsi dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada 
Pemerintah.” 
 
Pasal 15 ayat (4) 
 
“Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang penyelenggaraan jalan 
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyerahan 
wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam 
peraturan pemerintah.” 
Dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) di atas terdapat  
penyerahan kewenangan pemerintah provinsi kepada Pemerintah jika 
Pemerintah Provinsi belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya. 
Dan adapun ketentuan lebih lanjut tentang penyerahan wewenang tersebut 
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dapat dilihat pada Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 
Tentang Jalan yang berbunyi: 
Pasal 59 ayat (1) 
 
“Sebagian wewenang Pemerintah dalam pembangunan jalan 
nasional yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, 
serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh 
pemerintah provinsi.” 
 
Pasal 59 ayat (2) 
 
“Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah 
dalam rangka dekonsentrasi.” 
 
Pasal 59 ayat (3) 
 
“Pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah melalui tugas pembantuan.” 
 
Pasal 59 ayat (4) 
 
“Pelaksanaan wewenang dalam rangka dekonsentrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan tugas pembantuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.” 
 
Sedangkan pelaksanaan pekerjaan umum di Kabupaten Bone 
dilaksanan oleh dinas pekerjaan umum dan sumber daya air Kabupaten 
Bone sebagaimana di amanahkan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah 
Kabupaten Bone Nomor 16 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi 
dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone, bahwa Dinas 
Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang 
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dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
Menurut Sudirman selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan 
Sumber Daya Air Kabupaten Bone (Jumat, 2 Oktober 2015) : 
“Kewenangan pemerintah kabupaten bone dalam bidang pekerjaan 
umum bina marga telah diatur dalam undang-undang no. 38 tahun 
2004 tentang jalan. Dalam hal ini Dinas pekerjaan umum di bidang 
bina marga Kabupaten Bone sebagai pelaksana teknisnya, yaitu 
dalam penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi : 
pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.” 
 
Kita juga dapat melihat dasar hukum kewenangan pemerintah 
Kabupaten Bone dalam bidang pekerjaan umum bina marga pada pasal 57 
ayat (3) dan Pasal 58 ayat (3), yang berbunyi : 
Pasal 57 ayat (3) 
“Wewenang penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan 
jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.” 
 
Pasal 58 ayat (3) 
“Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota dan jalan desa oleh 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) 
dilaksanakan oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk.” 
 
Dapat dengan jelas diketahui bahwa daerah yurisdiksi masing-
masing terwakili sesuai dengan nama institusi masing masing yang 
mencantumkan nama daerah yang diartikan sebagai daerah yang menjadi 
yurisdiksinya. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan mengurus 
Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab kepada Gubernur sedangkan 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone mengurus Kabupaten Bone. 
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Dinas tersebut mempunyai tugas pokok melaksanakan Kewenangan 
Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di bidang 
Pekerjaan Umum. 
Selanjutnya pelaksanaan kewenangan di bidang pekerjaan umum 
yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan dan pemerintah Kabupaten Bone, dilaksanakan berdasarkan 
pembagian urusan pemerintahan yang diamanahkan dalam Undang-
Undang No. 23 Tahun 2014. 
Adapun kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum ialah: 
1. Sumber Daya Air 
a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai 
pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota.  
b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer 
dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 
1000ha - 3000ha, dan daerah irigasi lintas Daerah 
kabupaten/kota..   
2. Air Minum 
a. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah 
kabupaten/kota. 
3. Persampahan 




4. Air Limbah 
a. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 
domestik regional. 
5. Drainase 
a. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 
yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah 
kabupaten/kota. 
6. Permukiman 
a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di 
kawasan strategis Daerah provinsi. 
7. Bangunan Gedung 
a. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan 
strategis Daerah provinsi. 
b. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk 
kepentingan strategis Daerah provinsi. 
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya 
a. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan 
di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan 
bangunan dan lingkungannya lintas Daerah 
kabupaten/kota. 
9. Jalan 
a. Penyelenggaraan jalan provinsi. 
10. Jasa Konstruksi 
a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi. 
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b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 
cakupan Daerah provinsi 
11. Penataan Ruang 
a. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi. 
Selanjutnya kewenangan pemerintah kabupaten dalam urusan 
pemerintahan di bidang pekerjaan umum ialah:  
1. Sumber Daya Air 
a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai 
pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah 
kabupaten/kota. 
b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer 
dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang 
dari 1000ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. 
2. Air Minum 
a. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas di 
Daerah kabupaten/kota. 
3. Persampahan 
a. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan 
dalam Daerah kabupaten/kota. 
4. Air Limbah 
a. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah 





a. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase 
yang terhubung langsung dengan sungai dalam 
Daerah kabupaten/kota. 
6. Permukiman 
a. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di 
Daerah kabupaten/kota.. 
7. Bangunan Gedung 
a. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah 
kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan 
bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan 
gedung. 
8. Penataan Bangunan dan Lingkungannya 
a. Penyelenggaraan penataan bangunan dan 
lingkungannya di Daerah kabupaten/kota. 
9. Jalan 
a. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. 
10. Jasa Konstruksi 
a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil 
konstruksi. 
b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi 




11. Penataan Ruang 
a. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah 
kabupaten/kota. 
2. Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
dan Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang Pekerjaan Umum 
Berdasarkan aturan perundang-undangan tentang kewenangan 
daerah otonom dalam menjalakan kebijakan pemerintah pusat dapat 
disimpulkan bahwa jenis hubungan yang mendasarinya adalah 
kewenangan atribusi tetapi tidak secara mutlak karena pemerintahan 
daerah di Indonesia juga berjalan dengan berlandaskan prinsip otonomi 
daerah. Dikatakan kewenangan atribusi karena dilihat dari pelimpahan 
kewenangannya didasarkan pada pelimpahan kewenangan asli dari 
pemerintah pusat dan kewenangan tersebut dilegalkan melalui produk 
peraturan perundangundangan.  
Dinas Kabupaten Bone merupakan unsur pelaksana dan penyusun 
pengendalian dan penanganan teknis operasional pelayanan, sedangkan 
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pelaksana 
pembinaan teknis upaya pelayanan. Jadi, tampak bahwa pelaksaan tugas 
pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone lebih mengarah ke wilayah 
teknis dalam pelayanan Pekerjaan Umum sedangkan Dinas Pekerjaan 
umum Provinsi Sulawesi Selatan lebih mengarah kepada program edukasi 
di bidang Bina Marga. Dalam hal wewenang perizinan, Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Bone adalah salah satu pintu dari berbagai pintu yang 
berperan dalam penerbitan izin penyelenggaraan usaha-usaha Pekerjaan 
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Umum Kabupaten Bone sedangkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi tidak 
mempuyai wewenang dalam mengeluarkan izin. 
Selanjutnya adalah tentang pertanggungjawaban dimana Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Bone bertanggung jawab kepada Bupati atau 
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sedangkan Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi Sulawesi Selatan bertanggung jawab langsung kepada 
Gubernur. 
Dilihat dari sisi pengembangan, menurut Sudirman selaku Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Bone (Jumat. 2 Oktober 
2015) : 
“bahwa pembagian kewenangan dalam bidang pekerjaan umum 
bina marga sudah jelas diatur dalam undang-undang, selanjutnya 
dalam pengembangan kawasan strategis Provinsi dalam wilayah 
kabupaten bone dengan sudut pandang kepentingan pertumbuhan 
ekonomi, pendayagunaan sumberdaya alam dan fungsi serta daya 
dukung lingkungan hidup memerlukan dukungan peningkatan 
sarana dan prasarana baik Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi 
Selatan maupun dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kabupaten 
Bone dalam pengembangannya.” 
 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone dapat membuat suatu 
kebijakan teknis dibidang pelayanan Pekerjaan Umum sedangkan dinas 
provinsi tidak dapat membuat kebijakan melainkan hanya menjalankan 
kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur dan tugas lain yang dilimpahkan 
dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, dari sudut pandang kewenangan 
maka pemerintah provinsi bersifat otonomi yang terbatas sedangkan 
pemerintah kota/kabupaten ciri kewenangannya bersifat otonomi secara 
luas dan mandiri. 
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Implementasi otonomi daerah yang beranjak dari hubungan pusat 
dengan daerah juga berkaitan dengan keterkaitan antarstrata kebijakan 
Pemerintah Daerah Tingkat I dengan Pemerintah Daerah tingkat II. 
Hubungan hukum pertama yang terjadi disebut sebagai tugas pembantuan 
yang didefinisikan di dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu sebagai berikut: 
Pasal 1 ayat (11) 
 
“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat 
kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau 
dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota 
untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah provinsi.” 
 
Dari definisi di atas tampak bahwa hubungan hukum dalam rangka 
implementasi kebijakan berlangsung secara vertikal atau dari atas ke 
bawah dalam bentuk penugasan resmi kepada instansi terkait untuk turut 
berpartisipasi dalam menyelenggarakan suatu kebijakan melalui sistem 
koordinasi dan supervisi oleh lembaga penugas kepada lembaga tertugas. 
Lebih dari itu, kerjasama antar lembaga daerah dipertegas dalam: 
Pasal 1 ayat (30) 
 
“Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah 
suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, 






Pasal 67 huruf g 
 
“menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah 
dan semua Perangkat Daerah..” 
 
Dari pasal-pasal di atas dapat ditentukan bahwa batas hubungan 
hukum antara kedua lembaga haruslah aktivitas kebijakan berorientasi 
teknis yang berskala nasional dan provinsi, bukan berskala kota/kabupaten. 
Hal ini dikarenakan kebijakan skala kabupaten/kota hanya meliputi 
kerjasama di bidang implementasi kebijakan antar sesama tingkat 
kabupaten/kota saja. Hal ini masih mengikuti prinsip penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersifat otonomi dimana kemandirian suatu 
kabupaten/kota lebih ditekankan tanpa adanya intervensi secara langsung 
dari lembaga pemerintahan di atasnya. Lembaga pemerintahan di atasnya 
hanya berperan dalam memberikan edukasi, penyiapan bantuan di bidang 
teknis, pengalihan sarana dan prasarana serta bantuan pendanaan. Namun 
dalam praktiknya dalam hal urusan teknis pemerintahan yang bersifat maka 
yang terjadi ialah tumpang tindih antara kewenangan pusat, provinsi dan 
kabupaten/kota dan sering kali yang muncul ialah kevakuman dalam 
pelaksanaan urusan, dengan kata lain tidak satu pun tingkatan pemerintah 
yang menanganinya. Ini dapat dicermati dalam Pasal 12 Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, yang mengatur bahwa: 
Pasal 12 ayat (1) 
 
“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan 




c. pekerjaan umum dan penataan ruang; 
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; 
dan 
f. sosial.” 
Pada pasal di atas dikatakan bahwa dalam hal ini Dinas Pekerjaan 
Umum Provinsi dengan Dinas Pekerjaan Umum kabupaten/Kota memiliki 
tugas wajib dalam melakukan penanganan di bidang Bina Marga. Namun 
perbedaannya hanya ditujukan pada skala dimana yang satu berskala 
provinsi dan yang satunya lagi berskala kabupaten/kota. 
Permasalahannyam adalah penentuan skala kegiatan-kegiatan teknis di 
bidang pekerjaan umum Bisa jadi suatu kebijakan di bidang Pekerjaan 
Umum sama-sama melibatkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dengan 
Dinas Pekerjaan Umum Kota seperti kebijakan Pekerjaan Umum gratis 
yang sama-sama dikembangkan oleh kedua instansi. Proses 
pengaplikasiannya pasti akan menimbulkan tumpang tindih apabila Dinas 
Pekerjaan Umum Provinsi mencoba untuk menerapkannya di wilayah 
Kabupaten Bone dan juga penumpukan anggaran pada sektor yang sama. 
Di sini harus dibutuhkan suatu kejelian untuk membedakan yang mana 
program kebijakan yang berskala provinsi dan yang mana program 
kebijakan yang berskala kota. Contoh seperti ini juga dapat ditemui 
terutama berkaitan dengan pemeliharaan prasarana dan sarana Pekerjaan 
Umum serta kegiatankegiatan yang berupa investasi jangka panjang. 
Apabila hal ini secara permanen terjadi, maka akan berakibat pada friksi 
permanen dalam hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan 
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daerah yang tidak efisien dan tidak efektif sehingga akan terus terpelihara 
gejala pemilahan sosial daerah dari kesatuan sistem nasional. 
Hal di atas sesungguhnya bertentangan dengan pembukaan UUD 
1945 yang mencantumkan empat tujuan nasional sebagai tujuan negara 
yaitu: 
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia 
2) Memajukan kesejahteraan umum 
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 
Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi dan aspirasi 
perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber, cita-
cita hukum dan moral; yang ditegakkan baik dalam lingkungan nasional 
maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. UUD 1945 
merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia artinya setiap peraturan 
perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUD 
1945. Penyelenggaraan negara dengan pengelolaan sistem pemerintahan 
yang desentralistik sepenuhnya harus berada dalam koridor UUD 1945 
sebagai sumber segala sumber hukum dan pijakan dalam nilai-nilai 
konstitusional, dimana secara universal konstitusi negara merupakan 
koridor pengembangan demokrasi. 
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3. Implementasi Hubungan Kewenangan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan Dengan Pemerintah Kabupaten Bone dalam 
Bidang Pekerjaan Umum 
Wewenang Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam bidang 
pekerjaan umum khususnya pada bidang bina marga meliputi tentang 
penyelenggaraan jalan dan jembatan dalam ruang lingkup daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan. Dalam penyelenggaraan jalan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan memiliki kewenangan meliputi pengaturan, pembinaan, 
pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi. Begitupun dengan 
wewenang Pemerintah Kabupaten Bone dalam bidang pekerjaan umum 
bina marga meliputi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan 
kabupaten/kota dan jalan desa. 
a) Pengaturan 
Kewenangan pengaturan jalan Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita 
lihat pada Pasal 19 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 yaitu meliputi: 
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi 
berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan; 
2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan 
provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah 
provinsi; 
3. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder 
dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi 
dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, jalan lokal, 
dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer; 
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4. penetapan status jalan provinsi; dan 
5. penyusunan perencanaan jaringan jalan provinsi. 
Untuk melihat implementasi kewenangan pengaturan 
penyelenggaraan jalan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh 
bidang Bina Marga dapat kita lihat dari program-program / kegiatan-
kegiatan yang telah terealisasi. Adapun program Dinas Bina Marga 
dalam hal ini adalah: 
1. Penetapan prosedur pemanfaatan jalan untuk pemansangan 
utilitas pada Rumaja (Ruas Manfaat Jalan), Rumija (Ruas Milik 
Jalan), Ruwasja (Ruas Pengawasan Jalan) di ruas jalan 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014. 
2. Penetapan perencanaan dan pemograman tahunan Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2014. 
Kewenangan pengaturan jalan Pemerintah Kabupaten Bone dapat 
kita lihat pada Pasal 20 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, yaitu: 
1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan 
jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan 
dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan 
antarkawasan; 
2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan 
kabupaten dan jalan desa; 
3. Penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan 





Untuk melihat implementasi kewenangan pengaturan 
penyelenggaraan jalan dari Pemerintah Kabupaten Bone oleh bidang 
Pekerjaan Umum Bina Marga dapat kita lihat dari program-program / 
kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi. Adapun program Dinas 
Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air dalam hal ini adalah 
Penyelenggaraan Jembatan Merah yang menghubungkan jalan 
Mangga dan jalan Sulawesi kota Watampone tahun 2014. 
b) Pembinaan 
Kewenangan pembinaan jalan Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita 
lihat pada Pasal 25 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, yaitu : 
1. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan 
pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan 
aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota; 
2. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi di 
bidang jalan untuk jalan provinsi; dan 
3. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar 
kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan. 
Untuk melihat implementasi kewenangan pembinaan 
penyelenggaraan jalan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
oleh bidang Bina Marga dapat kita lihat dari program-program / 
kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi. Adapun program Dinas 
Bina Marga dalam hal ini adalah: 
85 
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Bina 
Marga Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2014. 
2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD Dinas Bina 
Marga Prov. Sulawesi Selatan tahun 2014. 
3. Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan dan 
sistem evaluasi kinerja SKPD Dinas Bina Marga Prov. Sulawesi 
Selatan Tahun 2014.  
Kewenangan pembinaan jalan Pemerintah Kabupaten Bone dapat 
kita lihat pada Pasal 26 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, yaitu: 
1. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan 
pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan 
jalan desa; 
2. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan 
pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang 
pengawasan jalan; dan 
3. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan 
kabupaten dan jalan desa. 
Untuk melihat implementasi kewenangan pembinaan 
penyelenggaraan jalan dari Pemerintah Kabupaten Bone oleh bidang 
Pekerjaan Umum Bina Marga dapat kita lihat dari program-program / 
kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi. Adapun program Dinas 
Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air dalam hal ini adalah program 
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja Jasa Konstruksi dengan Sistem 
Mobile Training Unit (MTU) di Gedung PKK Watampone oleh Dinas 
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Pekerjaan Umum dan Sumberdaya Air bekerja sama dengan Badan 
Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2015. 
c) Pembangunan 
Kewenangan pembangunan jalan Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita 
lihat pada Pasal 32 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, yaitu : 
1. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan 
lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi; 
2. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi; dan 
3. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi. 
Untuk melihat implementasi kewenangan pembangunan 
penyelenggaraan jalan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh 
bidang Bina Marga dapat kita lihat dari program-program / kegiatan-
kegiatan yang telah terealisasi. Adapun program Dinas Bina Marga dalam 
hal ini adalah: 
1. Program pembangunan ruas jalan Sungguminasa – Malino (Km.60) 
tahun 2009-2012. 
2. Program Pemeliharaan rutin ruas jalan Pekkae – Batas Soppeng 
(33,38 Km) tahun 2009-2014. 
3. Program Pemeliharaan berkala ruas jalan Batas Gowa – Tondong 
(49,82 Km) tahun 2009-2014. 
Kewenangan pembangunan jalan Pemerintah Kabupaten Bone dapat 
kita lihat pada Pasal 33 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004, yaitu: 
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1. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan 
lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan 
desa; 
2. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; 
dan 
3. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan 
kabupaten dan jalan desa. 
Untuk melihat implementasi kewenangan pembangunan 
penyelenggaraan jalan dari Pemerintah Kabupaten Bone oleh bidang 
Pekerjaan Umum Bina Marga dapat kita lihat dari program-program 
ataupun kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi. Adapun program Dinas 
Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air dalam hal ini adalah:  
1. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan Tahun Anggaran 2013. 
Seperti peningkatan ruas jalan Uloe – Pongka kecamatan Tellu 
Siattinge, peningkatan ruas jalan kompleks jalan pasar Bajoe 
Kecamatan Tanete Riattang Timur, peningkatan ruas jalan 
Cenrana – Lamurukung Kec. Cenrana. 
2. Program pembangunan jembatan tahun 2013. Seperti 
pembangunan jembatan sungai Bolli kecamatan Ponre, 
Pembangunan bagian atas sungai Late Kec. Ulaweng, 
pembangunan jembatan Sungai Kancirang Kec. Kahu. 
d) Pengawasan 
Kewenangan pengawasan jalan Provinsi Sulawesi Selatan dapat kita 
lihat pada Pasal 38 UU No. 38 Tahun 2004, yaitu : 
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1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi; dan 
2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi. 
Untuk melihat implementasi kewenangan pengawasan 
penyelenggaraan jalan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh 
bidang Bina Marga dapat kita lihat dari program-program / kegiatan-
kegiatan yang telah terealisasi. Adapun program Dinas Bina Marga 
dalam hal ini adalah: 
1. Pengawasan teknis pembangunan jalan di kab. Jeneponto dan Kab. 
Bantaeng Tahun 2015. 
2. Pengawasan pembangunan jalan jalur Pekkae Baruu – Soppeng 
Tahun 2014. 
Kewenangan pengawasan jalan Pemerintah Kabupaten Bone dapat 
kita lihat pada Pasal 33 UU No. 38 Tahun 2004, yaitu: 
1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; 
dan 
2. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan 
kabupaten dan jalan desa. 
Untuk melihat implementasi kewenangan pengawasan 
penyelenggaraan jalan dari Pemerintah Kabupaten Bone oleh bidang 
Pekerjaan Umum Bina Marga dapat kita lihat dari program-program / 
kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi. Adapun program Dinas 
Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air dalam hal ini adalah:  
1. Pengawasan peningkatan ruas jalan Andalas kota Watampone 
tahun 2013. 
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2. Pengawasan pelebaran jalan Petta Ponggawae kota 
Watampone tahun 2013. 
3. Pengawasan terhadap rehabilitasi ruas jalan Biru – Pattiro Bajo 
tahun 2013. 
Setelah melihat dari beberapa program-program kewenangan dari 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bone 
diatas, bahwa menurut analisis Penulis terdapat beberapa kewenangan 
yang tidak memiliki hubungan diantara kedua instansi yaitu dalam 
pengaturan, pembangunan, dan pengawasan. Sedangkan kewenangan 
diantara kedua instansi ini yang memiliki hubungan adalah pembinaan. 
Dimana kewenangan pembinaan dapat dilaksanakan berbentuk program 
bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur 
penyelenggara jalan.  
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat 
bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bone dengan melaksanakan 
program-program pembinaan terkait penyelenggaraan jalan. Seperti contoh 
dari program kerja sama diantara kedua inistansi tersebut adalah Pelatihan 







B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Hubungan 
Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dengan 
Pemerintah Kabupaten Bone Di Bidang Pekerjaan Umum Bina 
Marga 
Dalam implementasi hubungan kewenangan antara 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pemerintah 
Kabupaten Bone di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga terdapat 
beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan kewenangan 
diantara kedua instansi tersebut. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhinya tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Faktor Penghambat 
a. Koordinasi 
Dalam melaksanakan hubungan kewenangan pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone di bidang pekerjaan 
umum masih terdapat perbedaan karena ruang lingkup tugas dalam bidang 
pekerjaan umum di provinsi dibagi menjadi beberapa SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Dinas) yakni, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan 
Dinas Cipta Karya. Sementara Kabupaten Bone sendiri hanya terdapat 1 
Dinas, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air. 
Dengan demikian, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone sulit dilakukan.  
b. Anggaran 
Bahwa sasaran konsep RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional) tahun 2015-2019 untuk sektor jalan menjadi isu 
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strategis yaitu terjadinya ketimpangan Jalan Nasional dan Daerah. Hal ini 
tergambar dari data Direrktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2014 yaitu 
capaian kemantapan jalan sampai dengan tahun 2014 adalah: 
1. Jalan Nasional 94% 
2. Jalan Kabupaten/Kota 59% untuk 511 Kabupaten.Kota 
3. Jalan Provinsi 68% untuk 33 Provinsi 
Penyebab terjadinya ketimpangan tersebut adalah terjadi perbedaan 
jumlah alokasi anggaran yang cukup signifikan dan tidak proposional antara 
jumlah dana dengan panjang jalan yang akan dibiayai. 
2. Faktor Pendukung 
a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
Dalam pelaksanaan kewenangan di bidang pekerjaan umum, 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki kriteria urusan 
pemerintahan yang meliputi:  
1. lokasinya lintas kabupaten/kota 
2. penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota 
3. berdampak lintas daerah kabupaten/kota.  
Sedangkan pelaksanaan kewenangan di bidang pekerjaan umum, 
pemerintah Kabupaten Bone memiliki kriteria urusan pemerintahan yang 
meliputi: 
1. lokasi dalam daerah kabupaten 
2. penggunaannya dalam daerah kabupaten 
3. berdampak dalam kabupaten 
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Dengan demikian, dalam melaksanakan kewenangannya masing-
masing tidak akan terjadi tumpang tindih. 
b. Tanggung Jawab 
Penyelenggaraan jalan sudah diatur pembagian tugas dan 
kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemeritah kabupaten, di 
mana penentuan status jalan provinsi ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur. Sementara penetapan status jalan Kabupaten dan Jalan desa 
ditetapkan dengan keputusan bupati.  
Sedangkan penetapan fungsi jalan (jalan kabupaten/kota) ditetapkan 
oleh gubernur atas usul bupati. Selanjutnya dalam pengembangan 
kawasan strategis provinsi dalam wilayah kabupaten dengan sudut 
pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan sumber 
daya alam, dan fungsi serta daya dukung lingkungan hidup memerlukan 
dukungan peningkatan sarana dan prasarana baik dari Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Bone maupun dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi 








Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa implementasi hubungan kewenangan Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone dalam 
bidang Pekerjaan Umum khususnya pada bidang Bina Marga  lebih 
banyak dalam hal pembinaan. Dimana kewenangan pembinaan 
telah dilaksanakan dalam bentuk program bimbingan, penyuluhan, 
serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan. 
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah bersinergi 
dengan Pemerintah Kabupaten Bone dalam pelaksanaan program-
program pembinaan terkait penyelenggaraan pembangunan dan 
pemeliharaan jalan. 
2. Bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan 
kewenangan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
Pemerintah Kabupaten Bone dalam bidang Pekerjaan Umum 
khususnya pada bidang Bina Marga yaitu: 
a) Faktor pendukung 
Pertama, dilihat dalam ruang lingkup pelaksanaan urusan 
pemerintahan, masing-masing instansi telah memiliki tugas 
dalam mengurus urusan pemerintahannya masing-masing, jadi 
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tidak akan terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan 
kewenangan  masing-masing. Kedua, pada tanggung jawab 
dalam bidang Pekerjaan Umum Bina Marga (penyelenggaraan 
jalan) sudah diatur pembagian tugas dan kewenangan antara 
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah 
Kabupaten Bone, yang keduanya memiliki tanggung jawab 
masing-masing terhadap bidang ini. 
b) Faktor penghambat 
Faktor pengahambat yang pertama adalah masalah koordinasi 
kedua instansi, karena terdapat perbedaan karena ruang lingkup 
tugas dalam bidang pekerjaan umum di provinsi dibagi menjadi 
beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Dinas) yakni, Dinas 
Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Cipta Karya. 
Sementara Kabupaten Bone sendiri hanya terdapat 1 Dinas, 
yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air. Dan yang 
kedua adalah terletak pada masalah anggaran karena terjadi 
perbedaan jumlah alokasi anggaran yang cukup signifikan dan 













Dari uraian tersebut maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Perlu adanya koordinasi dan sinergitas lebih spesifik dan luas 
diantara Dinas pekerjaan umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone mengenai hubungan 
kewenangan keduanya. Selama ini penulis gambarkannya hanya 
berupa garis putus-putus. Hal ini dapat memberikan dampak yang 
lebih besar dalam bidang pelayanan karena pemerintah daerah 
otonom dapat lebih menjalankan fungsinya bagi daerah yang 
bersangkutan dengan pemerintahan yang berada dibawahnya. 
2. Aturan perundang-undangan yang ada sekarang mengatur tentang 
organisasi dan tatakerja dinas Pekerjaan Umum dimana 
menyebutkan bahwa dinas kota bertanggung jawab kepada bupati 
dan dinas provinsi bertanggung jawab kepada gubernur. Menurut 
penulis sebaiknya pertanggung jawaban tersebut selain kepada 
kepala daerah pada tingkat dinas kota/kabupaten, 
pertanggungjawabannya juga kepada tingkat dinas provinsi. 
3. Selanjutnya pertanggungjawaban yang telah ada 
dipertanggungjawabkan kepada gubernur sebagai kepala daerah 
dibawah pemerintahan pusat. Sehingga selalu ada koordinasi 
kewenangan tentang pelaksana kebijakan yang diamanatkan dari 
pemerintah pusat ke pemerintahan daerah provinsi kemudian ke 
pemerintahan daerah kota, dan begitu pula sebaliknya dalam hal 
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pertanggungjawaban dinas Pekerjaan Umum terbawah kepada 
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